BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa  sehubungan dengan adanya  Surat
Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Nomor
SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan
Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji,
dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi
Kartu Uji dan Tanda Uji;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor, tarif Retribusi ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan  huruf b,
serta memperhatikan ketentuan Pasal 155
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3367);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Nomor
5025),sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049), telah diubah
dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah  Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011

tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);




Menetapkan
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5317);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016
tentang  Jenis dan Tarif  Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Tahun 2016 Nomor 102 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5884);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan  Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun
2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2018
Nomor 1296);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 84
Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TANGAMUS TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal |

Besaran tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 84),
diubah dan disesuaikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, sehingga Pasal 9 keseluruhan
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu
Lima Ratus Rupiah)

b. Pengujian Kendaraan Bermotor/ Jasa Pengujian
Berkala :
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1. Mobil Bus, Mobil Barang Rp.40.000,00 (empat
Puluh Ribu Rupiah).

2. Mobil Penumpang Umum Rp.40.000,00 (empat
Puluh Ribu Rupiah).

3. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan Rp.60.000
(Enam Puluh Ribu Rupiah).

Buku uji Rp.7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pengetokan Nomor Uji Rp. 5.000 (Lima Ribu

Rupiah).

e. Pembuatan dan Pengecatan Plat Samping / Stiker
Tanda Samping Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

f. Tanda uji dan baut segel Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu
Rupiah).

a0

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
‘ penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI TANGGAMUS,

—~  DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
' pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR...782



